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ABSTRAK 

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat 

(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  

Tindak pidana yang terjadi dalam perkara Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg 

bahwa terdakwa berinisial A telah melakukan tindak pidana tanpa hak  melawan hukum 

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika  precursor narkotika 

menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I. Hakim menjatuhkan berupa 

pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah 

Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Putusan Terhadap Anak Pengedar Narkotika 

Pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg? (2) Bagaimanakah Penerapan 

Pidna terhadap Anak Pengedar Narkotika Pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus-

Anak/2019/PN.Pdg. Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data 

yang digunakan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer sekunder, dan tersier. 

Teknik pengumpulan data mengunakan studi dokumen dan data dianalisis secara 

kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) Pertimbangan  hakim terdiri dari  pertimbangan 

secara yuridis adalah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut 

Umum, Alat Bukti, Barang Bukti. Pertimbangan secara non yuridis adalah latar 

belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal memberatkan dan 

meringankan. (2) Penerapan pidana dalam perkara Putusan Nomor 41/Pid.Sus-

Anak/2019/PN/Pdg Hakim menjatuhkan berupa berupa pidana penjara selama 1(satu) 

tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh A dikurangkan seluruhnya 

dari pidana yang dijatuhkan. 

Kata  Kunci : Pertimbangan Hakim, Penerapan, Pidana, Anak, Narkotika 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 
Narkotika merupakan bahan atau zat aktif yang bekerja pada sistem saraf 

pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari 

rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan.1Pada 

kalangan anak muda mudah terpengaruh ke dalam pemakaian narkotika, terutama 

para remaja dan anak-anak, karena masa remaja merupakan masa seorang anak 

mengalami perubahan dengan cepat di segala bidang, menyangkut perubahan tubuh, 

perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Anak mudah dipengaruhi karena 

dalam dirinya banyak perubahan dan tidak stabilnya emosi cenderung menimbulkan 

perilaku yang nakal. 

Anak dalam proses pertumbuhan dan pencarian jati dirinya, tidak jarang di 

jumpai adanya penyimpangan sikap perilaku di kalangan anak yang sangat 

dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam masyarakat dan pola pikir mereka yang masih labil. 

Bahkan lebih jauh lagi, terdapat anak yang melanggar hukum dalam bentuk tindak 

pidana sehingga perbuatan tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri bahkan orang 

lain. Salah satu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah 

penyalahgunaan narkotika. Dimasa sekarang ini banyak anak-anak dan remaja salah 

dalam bergaul, anak-anak dan remaja sangatlah mudah terpengaruh oleh hal yang 

baru seperti narkoba, terkadang rasa ingin tau mereka tentang hal baru sehingga 

                                                           
1 Setiyawati,2015, Buku Seri Bahaya Narkoba, Tirta Asih Jaya, Surakarta, hlm.16. 
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mereka acapkali mencoba narkoba tanpa memikirkan dampak. Anak yang tertangkap 

saat menggunakan narkoba atau bertransaksi narkoba harus berhadapan dengan 

hukum, walaupun mereka masih kategori anak-anak, mereka yang berhadapan 

dengan hukum akan mendapatkan sanksi berupa rehabilitas dan pelatihan kerja. 

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat dalam Pasal 79 Ayat 

2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

dirumuskan bahwa: “Bagi anak yang diancam pidana penjara, maka ancamannya 

dikurangi ½ dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa.” 

Anak perlu dilindungi dan dibina agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. 

Anak juga memerlukan perhatian khusus dari orang tua, teman dan lingkungan sekitar 

agar anak dapat berkembang dengan baik dan tidak terpengaruh oleh hal-hal buruk. 

Menurut Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. 

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Anak dirumuskan bahwa; “Anak adalah seseorang yang 

telah berumur 12 (dua belas) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan 

belum menikah yang diduga melakukan tindak pidana.” Anak yang melakukan 

kejahatan bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan 

pembinaan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat 

dan cerdas seutuhnya.  
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Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak dihukum 

apalagi kemudian dimasukan dalam penjara.2 

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menentukan bahwa:  

Ayat (1) : Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik 

dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan 

tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.  

Ayat (2) : Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:  

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan 

hak-hak anak.  

2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini. 

3. Penyedian sarana dan prasarana khusus.  

4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi 

anak 

5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan 

anak yang berhadapan dengan hukum.  

6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang 

tua atau keluarga.  

                                                           
2 Maidin Gultom,2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm.2. 



4 
 

 
  UNIVERSITAS BUNG HATTA 

7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan 

untuk menghindari labelisasi.  

Ayat (3) :Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui: Upaya 

rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga. 

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak harus mempertimbangkan 

masa depan dan psikologis anak. Pertimbangan Hakim adalah aspek yang paling 

penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang 

mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Selain itu, mengandung 

manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus 

disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan 

cermat, maka putusan yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan 

oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. 

Dalam Perkara Pidana Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg bahwa 

terdakwa berinisial A telah melakukan tindak pidana tanpa hak tau melawan hukum 

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika  precursor narkotika 

menjadi perantara dalam jual beli,narkotika golongan I. Pada hari Selasa tanggal 20 

Agustus 2019 jam 23.00 Wib bertempat di Jln.Delima Raya Kelurahan Kuranji 

Kecamatan Kuranji Kota Padang. Berawal dari berinisial IJ menyuruh A untuk 

memesan barang berupa narkotika jenis sabu dengan uang sebesar Rp.600.000,-

(enam ratus ribu), selanjutnya A menemui temannya  yaitu ID untuk membeli 

narkotka jenis shabu ½ (setengah) gram dengan menyerahkan uang sebanyak 

Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah),lalu A dan ID pergi menuju Jl.Mega Mulia 
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Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang dan menemui E sesampai di sana 

ID pergi sendiri menemui R sementara A menunggu diwarung, setelah itu ID kembali 

menemui A menyebutkan bahwa barang tesebut tidak ada di tempat itu tetapi barang 

tersebut ada di kampung tengah. Lalu A dan ID menuju kampung tengah sesampai di 

sana A disuruh menunggu di simpang kampung tengah, tidak lama A kemudian ID 

datang memperlihatkan 1(satu) paket kecil jenis shabu lalu bersama ID membagi 

paket shabu tersebut, dibagi menjadi 2(dua) bagian, 1(satu) paket untuk IJ dan 1(satu) 

paket lagi untuk A bersama ID  kemudian  A dan ID memanggil IJ untuk 

menyerahkan 1(satu) paket narkotika jenis shabu namun belum sempat menyerahkan 

A dan ID telah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar. 

Terdakwa ANAK terbukti bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo 

Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. Hakim menjatuhkan berupa berupa pidana penjara selama 1 (satu) 

tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh A dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar A tetap berada dalam 

tahanan LPKA di LP Anak Air Kota Padang.Berdasarkan uraian permasalahan di 

atas, penulis tertarik untuk membuat karya tulis yang berjudul “Pertimbangan 

Hakim dalam Penerapan Pidana Penjara terhadap Anak Pengedar Narkotika 

(Studi putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg)”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah Pertimbangan hakim dalam penerapan putusan terhadap anak 

pengedar narkotika pada putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg? 

2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap anak pengedar narkotika pada 

Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan 

penjara terhadap anak pengedar narkotika dalam perkara putusan nomor 

41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg. 

2. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana 

pengedar narkotika dalam perkara putusan nomor 41/Pid.Sus-

Anak/2019/PN.Pdg. 

D. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian 

hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. 

Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari 

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin 

(ajaran).3 

 

                                                           
3 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34. 
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2. Sumber Data  

Dalambpenelitian ini sumber data yangfdigunakan adalah data 

sekunder. Data sekunder adalah  jenis data dalam penelitianbberdasarkanccara 

memperolehnya, yang artinyahsumber data penelitian yangwdiperoleh dan 

dikumpulkandpeneliti secara tidak langsungbmelainkan dengan 

pihakvlain.4Yang termasuk dalam data sekunder yaitu : 

a. Bahan Hukum Primer 

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Anak. 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. 

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

4) Perkara Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg 

b. Bahan Sekunder 

     Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti: Rancangan Undang-undang, 

hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.5 

 

 

                                                           
4 Belajar Data Science di Rumah,2021, Data Sekunder AdalahkJenis Data Penelitian yang 

WajibkDiketahui, 21 Januari 2021,khttps://www.dqlab.id/data-sekunder-adalah-jenis-data-penelitian-

yang-wajib-diketahui.diakses pada tanggal 11 November 2021 jam 19.04. 
5 Bambang Sunggono,2013, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Persada,Jakarta,hlm.6 

https://www.dqlab.id/transformasi-digital-kenali-macam-metode-pengolahan-data
https://www.dqlab.id/data-sekunder-adalah-jenis-data-penelitian-yang-wajib-diketahui
https://www.dqlab.id/data-sekunder-adalah-jenis-data-penelitian-yang-wajib-diketahui
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c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk-

petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. 

Contohnya: Kamus, Ensiklopedia, dan seterusnya.6  

3. Teknik Pengumpulan Data  

Perolehan data penelitian ini melalui studi dokumen yaitu Teknik 

mengumpulkan data memakai cara dengan mempelajari dokumen-dokumen 

yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. 

4. Analisis Data  

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali 

dengan dasar pengetahuan umum yaitu meneliti dengan cara menghubungkan 

permasalahan.7 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6Ibid, hlm 120 
7Ibid, hlm.113. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim 

1. Pengertian Pertimbangan Hakim 

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis 

hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan 

terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh 

penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap 

amar/diktum putusan hakim.8 

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh 

hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus 

perkara. 

2. Bentuk Pertimbangan Hakim 

a. Pertimbangan Yuridis  

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang 

didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan 

dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di 

dalam putusan. 

1) Dakwaan penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana 

karena dari hal itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.  

                                                           
8 Lilik Mulyadi, 2007, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek 

pradilan, Mandar Maju, hlm.193 
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2) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP yaitu 

penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang 

berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang 

ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 

pengadilan. 

3) Barang-barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan 

penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, 

yang meliputi: 

(a)  Benda diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana. 

(b) Benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk 

mempersiapkan. 

(c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak 

pidana. 

(d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang 

dilakukan.  

4) Alat Bukti menurut KUHAP yaitu sebagai bukti tambahan alat bukti yang 

sah meliputi:  

(a) Keterangan Saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang 

keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, 

dilihat, alami sendiri dan disampaikan di pengadilan. 

(b) Keterangan terdakwa menurut pasal 184 butir e KUHP, digolongkan 

sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan 

terdakwa disidang tentang perbuatan yang dilakukan. 
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b. Pertimbangan Non-Yuridis 

Pertimbangan Non-Yuridis Hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:  

1) Latar belakang terdakwa perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan 

yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada 

diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. 

2) Akibat perbuatan terdakwa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa 

sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. 

Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan 

tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling 

tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.  

3) Kondisi diri terdakwa  

4) Hal yang meringankan dan memperberat terdakwa9 

B. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan  

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), disebut dengan istilah 

hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukuman 

merupakan terjemahan dari recht. Pidana yakni suatu penderitaan yang 

sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa 

                                                           
9Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana kontemporer, Citra Aditya, Jakarta, 212-220. 
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orang sebagai akibat hukum baginya atas perbuatannya yang telah melanggar 

larangan hukum pidana.10 

 Definisi pidana yang dikemukakan oleh berberapa para sarjana antara lain: 

a. Sudarto mengartikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja 

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi 

syarat-syarat tertentu. 

b. Andi Hamzah mengemukakan pengertian pidana secara sempit, yaitu 

hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. 

Pemidanaan yaitu penjatuhan pidana (sentencing) yang dilakukan 

sebagai upaya yang dilandasi oleh hukum untuk menegakkan sanksi kepada 

seseorang melalui proses peradilan pidana terbukti bersalah melakukan suatu 

tindak pidana. 

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga 

tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya 

dapat diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai 

penghukuman.  

 Definisi pemidanaan menurut para ahli :   

1) Jan Remmelink, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar suatu azab 

oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah 

melanggar suatu aturan hukum.   

                                                           
10Adami Chazawi, 2013, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

hlm.167  
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2) Jerome Hall, memberi batasan koseptual mengenai konsep pemidanaan, 

yaitu:11  

a) Pertama, pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan 

dalam hidup  

b) Kedua, ia memaksa dengan kekerasan  

c) Ketiga, ia diberikan atas nama negara  

d) Keempat, pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan, 

pelanggarannya, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam 

putusan   

e) Kelima, diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, 

dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang beracuan 

kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika.   

2. Teori Pemidanaan 

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun 

yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golonngan besar, yaitu: 

a) Teori absolut  

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar 

pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. 

Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah 

melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan 

hukum yang telah dilindungi. 

                                                           
11 Abdul Khair dan Muhammad Ekaputra, 2011, Pemidanaan, USU Press, Medan, hlm.9  
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b) Teori Relatif atau Teori Tujuan 

Teori relatif atau tujuan berpokok pada dasar bahwa pidana adalah 

alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Untuk 

mencapai tujuan masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga sifat, 

yaitu: 

1) Bersifat menakut-nakuti (afschrikking) 

2) Bersifat memperbaiki (verbetering) 

3) Bersifat membinasakan (onschadelijk maken) 

c) Teori Gabungan 

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan 

dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan 

itu menjadi dasar alasan dari penjatuhan pidana12 

C. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana 

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

Dalam Bahasa asingPpertanggungjawaban pidanaDdisebut sebagai 

criminal responbility, criminalLliability.PPertanggungjawabanPpidana untuk 

menentukanSapakahsseseorang tersangka dapatddipertanggungjawabkanaatas 

suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, dengan perkataan lain apakah 

terdakwa akanxdipidana atau dibebaskan. Jika terdakwa dipidana, maka harus 

terbukti bahwa tindakan yang dilakukannya bersifat melawanohukum dan 

                                                           
12Adami Chazawi, Op.Cit, hlm 157-166. 
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tersangkaumampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebutmmemperlihatkan 

kesalahan dari tersangka berbentuklkesengajaan atau kealpaan. 

Definisi pertanggungjawaban pidana menurut para ahli : 

1) Menurut Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan 

unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan 

menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti 

makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan 

kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah 

lakunya)13 

2) Menurut J.E. Jonkers berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana 

adalah merupakan sendi daripada pengertian kesalahan yang luas, yang tidak 

boleh dicampuradukkan dengan yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP. 

3) Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu suatu 

keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam 

kemampuan14 

4) Simons berpendapat kemampuan bertanggungjawab diartikan sebagai 

keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya 

pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat 

dibenarkan.15 

 

                                                           
13 Teguh Prasetyo, 2012, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 86. 
14 Eddy O.S Hiarij, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 

hlm.121 
15 Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.85 
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2. Unsur- unsur Pertanggungjawaban Pidana 

a. Adanya suatu tindak pidana 

Unsur perbuatanxtindak pidana merupakan unsur pokokkdari 

pertanggungjawaban pidana, karenaxseseorang tidak dapatkdipidana 

apabila tidak melakukanxsuatu perbuatan yang dilarangkoleh undang-

undang. Hal ini sesuai dengan asasxlegalitas yang artinya tidak dipidana 

suatulperbuatan apabila tidak adalundang-undang ataubaturan 

yangmmengaturklarangan perbuatanctersebut. 

Dalam hukum pidana Indonesia perbuatan yang konkret atau yang 

tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, 

karena di dalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar 

keadaaan batin seseorang, hal ini asas cogitationis poenam nemo patitur, 

tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam fikirannya saja.16 

b. Mampu bertanggung jawab  

Ketentuan mengenai kemampuan bertanggung jawab tidak dapat 

ditemukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang 

berhubungan mengenai kemampuan bertanggung jawab yaitu pada Pasal 

44: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam 

tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit.” Jika tidak dapat 

dipertanggungjawabkan disebabkan karena hal lain, misalnya jiwanya 

                                                           
16 Frans Maramis, 2012, Hukum PIdana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta, Raja 

Grafindo Persada, hlm.85 
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tidak normal karena masih sangat muda atau lainnya, pasal tersebut tidak 

bisa dipakai.17 

Ada 2 syarat ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila 

di dalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu ;  

1) Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, 

sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan anatara 

perbuatan yang baik adan buruk.  

2) Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebbakna 

suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau 

akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hall-hal 

yang baik dan buruk. 

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur 

tertentu bagi pelaku tindak pidana. Yang berarti hanya yang memenuhi 

batas umur tertentu yang memilki kemampuan bertanggung jawab serta 

memilki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah 

dilakukan. 18 

c. Unsur kesalahan 

Kesalahan (schuld) yakini unsur tentang keadaan atau gambaran 

batin orang sebelum atau pada saat melakukan perbuatan, unsur ini 

melekat pada diri pelaku dan bersifat objektif. Kesalahan yang dilakukan 

                                                           
17 Ibid, hlm. 178.  
18 Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Prenadamedia 

Group, Jakarta, hlm-80 
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dari orang yang melanggar norma pidana, maksudnya yakini pelanggaran 

itu harus dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Kesalahan dalam arti 

hukum pidana terdiri atas kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa). 

d. Tidak Ada Alasan Pemaaf 

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak 

dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, 

meskipun hal itu tidak diinginkan, sehingga dengan perbuatan tersebut 

pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh 

pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu 

dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya. 

Menurut Martiman Prodjhamidjojo bahwa unsur subjektif adalah 

adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, 

sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur subjektif yaitu: 

1) Kesalahan  

2) Kesengajaan  

3) Kealpaan  

4) Perbuatan; dan  

5) Sifat melawan hukum  
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 Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan 

dengan hukum atau ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur objektif 

yaitu:19  

1) Perbuatan; dan  

2) Sifat melawan hukum  

3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana 

1. Individual Liability 

Pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah 

melakukan suatu tindak pidana. Pidana dijatuhkan sesuai dengan delik 

kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut sebagai bentuk konskuensi 

dari perbuatan yang telah diperbuatnya. Konsep pertanggungjawaban 

pidana perseorangan merupakan liability of crime yang telah 

diberlalakukan sebagai hukum yang paling lama sudah berlaku dan 

menjadi bentuk pertanggungjawaban yang paling dasar dari semua jenis 

bentuk pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban individu tidak 

mengenal pemindahan tanggung jawab terhadap individu lain, karena 

penjatuhan hukuman menurut prinsip keadilan harus dijalani oleh mereka 

yang bertanggungjawab. 

2. Pertanggungjawaban pidana pengganti (Vicarious Liability) 

Vicarious Liability merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana 

yang mengalihkan tanggung jawab dari individu yang melakukan 

                                                           
                 19 Moeljatno, Op.Cit, hlm.76. 



20 
 

 
  UNIVERSITAS BUNG HATTA 

kesalahan kepada orang lain. Dalam vicarious liability terdapat dua prinsip 

yang dapat membuat atasan memikul tanggung jawab karena kesalahan 

bawahannya yaitu prinsip pendelegasian dan prinsip perbuatan buruh 

merupakan perbuatan majikan. Prinsip pendelegasian berkaitan dengan 

pemberian kewenangan mengenai suatu hal dari atasan kepada bawahan 

dalam lingkup pekerjaannya. 

3. Pertanggungjawaban Pidana secara Ketat (Strict Liability) 

Strict liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan 

dimana pelaku dapat dipidana apabila diatelah melakukan perbuatan 

pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang- undang, tanpa melihat 

sikap batinnya.  

4. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam 

kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah 

hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung 

jawab, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan 

kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, 

biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-

undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas 

suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan 

kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang 

yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability 

menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat 
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kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility 

menunjuk pada pertanggungjawaban politik.  

Dalam hukum pidana terhadap seseoraang yang melakukan 

pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam 

pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas 

hukum pidana adalah asas hukum nullum delictum nulla poena sine pravia 

lege atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar 

pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah 

melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar 

ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan 

yang telah dilakukannya, artinya seseorang baru dapat diminta 

pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau 

melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas 

legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan 

diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam 

suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang 

baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang 

telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan 

pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya 

perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh 

menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak 

berlaku surut.  
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D. Tinjauan tentang Narkotika 

1. Pengertian Narkotika 

Istilah Narkotika di Indonesia memiliki nama latin narcotics yang 

berarti obat bius, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang 

Narkotika Pasal 1 Butir (1) dirumuskan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat 

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun 

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan 

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” Narkoba adalah singkatan 

dari Narkotika dan Obat Berbahaya dan salah satu jenis obat penghilang rasa 

sakit yang sering disalahgunakan oleh manusia.  

2. Jenis-Jenis Narkotika  

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat 

menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009).  

Yang termasuk jenis narkotika adalah: 

a) Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk 

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam 

terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 

ketergantungan;  
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b) Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan 

sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk 

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi 

mengakibatkan ketergantungan;  

c) Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan 

banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk bertujuan pengembangan 

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 

ketergantungan 

Adapun Narkotika berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut: 

a) Morfin dapat menjadi cikal bakal heroin, penggunaanya bisa dipakai 

dengan campuran makanan sehari-hari, pecandu narkoba jenis ini disebut 

morfinis. 

b) Heroin pada umumnya dalam bentuk serbuk yang menyerupai tepung, 

kerjanyalebih kuat daripada morfin. Morfin dan Heroin sama-sama 

serbuk yang berasal dari candu dan berbahaya. 

c) Kokain merupakan jenis narkoba yang bersal dari tanaman kokain, awal 

mengkonsumsi kokain tubuh menjadi segar, bersemangat, stamina 

meningkat, daya tahan kuat. 

d) Ganja Indonesia tanaman ini sedang menggurita, efek negatifnya lebih 

kuat yaitu dapat meningkatkan semangat, kenikmatan dan berfungsi 

sebagai pengobatan. 

e) Ekstasi termasuk dalam kelompok narkoba karena penggunaanya secara 

berlebihan dapat menimbulkan efek samping yang negatif.  
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f) Sabu-sabu termasuk kelompok narkoba karena berbahaya bagi jiwa dan 

raga, bentuknya serbuk digunakan dengan alat karena sabu-sabu 

penggunaannya dengan cara dihisap. 

g) Opium merupakan zat adiktif yang didapat dari tanaman candu, zat ini 

digunakan ilmu kedokteran untuk penghilang rasa sakit 20 

3. Bentuk Tindak Pidana Narkotika Dalam Pasal-Pasal yang terdapat Dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

a) Tidak Sah Menanam, Mengolah, Memiliki, Menyimpan, Memiliki atau 

Menyediakan Narkotika (Pasal 111 dan 112) 

b) Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor, atau Mendistribusikan 

Narkotika secara hukum (Pasal 113, 118 dan 123) 

c) Secara Melawan Hukum Menawarkan untuk Membeli, Menjual, 

Menjadi Perantara dalam Pembelian atau Penjualan, Penerimaan, 

Pemberian, atau Perdagangan Narkotika (Pasal 114, 119 dan 124) 

d) Membawa, Mengirim, Mengirimkan, atau Mengangkut Narkotika 

Secara Tidak Sah (Pasal 115, 120 dan 125) 

e) Tindak Pidana Konsumsi (Pasal 127) 

E. Tinjauan tentang Anak 

1. Pengertian Anak 

Penjelasan tentang anak terdapat dalam Pasal 1 butir (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

                                                           
20 Julianan Lis FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa 

Tinjauan Kesehatan dan Hukum, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm.12 
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Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Anak 

dirumuskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” Lebih lanjut 

dikatakan anak adalah tunas,potensi dan generasi muda penerus cita-cita 

perjuanagan bangsa, memiliki peran strategi khusus yang menjamin 

kelangsungan eksestensi bangsa dan negara pada masa depan.21 

Dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak 

merupakan seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Dalam 

Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana anak yang umurnya belum 

mencapai 16 (enam belas) tahun.  

Menurut  Undang-undang  Nomor  4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai 

umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2). 

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 ayat (3) anak merupakan anak yang telah 

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun 

yang diduga melakukan tindak pidana.   

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :   “Anak adalah setiap manusia yang 

berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak 

yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”  

                                                           
21M.Nasir Djamil, 2015, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8. 
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2. Sanksi Pidana Yang Terdapat Dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

Menurut Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan selanjutnya disebut UU SPPA, 

seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu 

tindak bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan pidana 

bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.  Terdapat dalam Pasal 

82 ayat (1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi : 

a. Pengembalian kepada orang tua/wali   

b. Penyerahan kepada seseorang   

c. Perawatan di rumah sakit jiwa   

d. Perawatan di LPKS   

e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan 

oleh pemerintah atau badan swasta   

f. Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau   

g. Perbaikan akibat tindak pidana.   

Bedasarkan Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sanksi pidana yang dapat 

dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan 

pidana tambahan :   

Ayat (1)  : Pidana pokok terdiri atas  : 

a. Pidana peringatan   
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b. Pidana dengan syarat:  

1) Pembinaan diluar lembaga  

2) Pelayanan masyarakat   

3) Pengawasan   

c. Pelatihan kerja   

d. Pembinaan dalam lembaga   

e. Penjara   

Ayat (2) : Pidana Tambahan terdiri atas : 

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan/atau  

b. Pemenuhan kewajiban adat.   

  Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam 

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak dirumuskan bahwa anak belum berumur 12 (dua belas) tahun 

melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing 

kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :  

a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali   

b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan 

pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani 

bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling 

lama 6 (enam) bulan.   

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan 

Keadilan Restoratif, yang meliputi : 
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a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam 

Undang-Undang ini. 

b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan 

umum. 

c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama 

proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau 

tindakan. 

Terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dirumuskan bahwa Dalam hal tindak 

pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun 

dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui 

batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh 

satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. 

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Penyidik, Penuntut 

Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan 

hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, 

dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. 

Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum 

yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar 

kesesuaian hukum pidana. Dengan demikian istilah sistem peradilan pidana 



29 
 

 
  UNIVERSITAS BUNG HATTA 

anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang 

dikonstruksikan pada anak.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22Anggar Sigit Pramukti,2015,Sistem Peradilan Pidana Anak,Pustaka Yustisia, Banyuwangi, 

hlm.16 
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BAB III 

    HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

A. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Putusan Terhadap Anak Pengedar 

Narkotika Terhadap Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg  

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Padang pada putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg terdakwa A bersalah 

melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hokum pemufakatan jahat untuk 

melakukan tindak pidana narkotika dan precussor narkotika menjadi perantara 

dalam jual beli narkotika golongan I. Sehingga dalam perkara pada penelitian ini, 

atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dilakukan penerapan pidana. 

1. Posisi Kasus  

Anak A bersama-sama dengan Saksi ID (Terdakwa dengan penuntutan 

terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 23.30 Wib atau 

setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat 

di Depan Masjid Baitul Makmur Perumnas Belimbing Kuranji Kel. Kuranji 

Kec. Kuranji Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang 

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang 

memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “Percobaan atau 

permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor 

narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, 

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 

menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, 
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narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,21 (nol 

koma dua satu tiga) gram perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai 

berikut: 

a) Berawal dari saksi FD anggota Dit Res Narkoba Polda Sumbar 

mendapatkan informasi dari informen pda hari Selasa tanggal 20 Agustus 

2019 sekira pukul 20.00 wib telah terjadi penyalahgunaan narkotika di 

depan Mesjid Baitul Makmur Perumnas Belimbing, selanjutnya bersama 

dengan saksi RP dan anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar lainya, saksi 

FD berangkat menuju lokasi dimaksud sekira pukul 23.30 wib saksi FD 

melakukan penagkapan terhadap A dan Saksi ID (Terdakwa dengan 

penuntutan terpisah) yang sedang keluar dari kamar mandi Mesjid Baitul 

Makmur, terhadap A dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) lembar 

uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disaku/kantong 

belakang celana jeans warna putih dan Saksi ID dilakukan penggeledahan 

dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus 

plastik berwarna bening yang diletakkan oleh saksi ID dilantai berjarak 1 

(satu) meter tempat Saksi ID berdiri dan 1 (satu) unit HP merk Samsung 

J1 mini warna putih yang mana A dan saksi ID beserta barang bukti yang 

ditemukan dilakukan penyitaan dan selanjutnya dibawa ke kantor Dit Res 

Narkoba Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut. 

b) A memperoleh 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut dari E 

(DPO) dengan cara sebagai berikut: pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 

2019 sekira jam 23.00 Wib bertempat dijalan Delima Raya Kel. Kurnji 
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Kec. Kuranji Kota Padang IJ (DPO) memesan barang berupa narkotika 

jenis shabu kepada A sebanyak ½ (setengah) gram dengan uang yang 

diserahkan kepada A sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 

selanjutnya A menemui temannya yaitu saksi ID untuk membeli narkotika 

jenis shabu sebanyak ½ (setengah) gram dengan menyerahkan uang 

sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dengan 

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Warna Putih 

(DPB)milik IJ, A dan Saksi ID pergi menuju Jl. Mega Mulia Kel. Kuranji 

Kec. Kuranji Kota Padang untuk menemui E (DPO), sesampainya di Jl. 

Mega Mulia, saksi ID pergi sendirian menemui RI sementara A menunggu 

diwarung, tidak berapa lama kemudian saksi ID kembali dengan 

mengatakan “NDAK ADO DISITU BARANGNYO DO, BARANGNYO 

DIKAMPUANG TANGAH LATAKNYO (barang berupa narkotika jenis 

shabu tidak ada disana, barang berupa narkotika jenis shabu diletakan di 

Kampung Tangah)”, selanjutya A bertanya kepada saksi ID dengan 

mengatakan “TU BAA LAI BANG (TRUS BAGAIMANA BANG)” 

LALU SAKSI ID menjawab “WAK JAPUIK KA SITU (KITA JEMPUT 

KESANA)” yang dijawab oleh Anak “JADIH BANG (OKE BANG)”, 

Selanjutnya dngan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda 

Beat Warna Putih A dan Saksi ID pergi menuju Kmpung Tangah, 

sampainya di persimpangan A diturunkan oleh saksi ID dan disuruh 

menunggu di Simpang Kampung Tangah Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota 

Padang, tidak barapa lama kemudian saksi ID adatang dengan 
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memperlihatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang 

dibunghkus plastik klim warna bening kepada AnakR, lalu A bersama 

dengan Saksi ID pergi menuju Mesjid Baitul Makmur  dengan tujuan 

membagi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik 

klim warna bening tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil yang selanjutnya 

di dalam WC Masjid Baitul Makmur A dan saksi ID membagi 1 (satu) 

paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna 

bening tersebut menjadi 2 (dua) bagian, yang mana1 (satu) paket kecil 

narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klim warna beningadalah 

untuk diserahkan kepada IJ dan 1 (satu) paket kecil lagi dibungkus dengan 

plastik permen warna biru (DPB) untuk A gunakan bersama saksi ID, 

kemudian A dan saksi ID keluar dari WC Mesjid Baitul Makmur dan 

memanggil IJ untuk menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis 

shabu yang dibungkus plastik klim warna bening tersebut, namun belum 

sempat A menyerahkan narkotika Jenis Shabu tersebut kepada IJ, A dan 

Saksi ID telah terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba 

Polda Sumbar. 

Suatu pidana dapat diterapkan terhadap terdakwa yang melakukan 

suatu tindak pidana dengan ketentuan apabila tindakan yang dilakukan oleh 

terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana. Adapun 

unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan Perkara Putusan Nomor 41/Pid.Sus-

Anak/2019/PN.Pdg sebagai berikut : 
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a. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia  

Perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dimaksud merupakan 

suatu perbuatan yang dilarang dan telah diatur dalam suatu peraturan 

perundang-undangan yang dilakukan oleh manusia dan atas perbuatan 

tersebut dapat diterapkan suatu pidana. Berdasarkan Perkara Putusan 

Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg terdakwa A bersalah melakukan 

tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum pemufakatan jahat untuk 

melakukan tindak pidana narkotika dan precussor narkotika menjadi 

perantara dalam jual beli narkotika golongan I, Terdakwa A terbukti 

bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI No.11 

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

b. Sifat melawan hukum 

Adanya suatu melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang 

merupakan tindak pidana dimana perkara ini tindak pidana dilakukan oleh 

terdakwa A bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan 

hukum pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan 

precussor narkotika menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 

I. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa A terbukti bersalah 

melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang 

Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. 
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c. Adanya suatu kesalahan  

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan apabila 

adanya kesengajaan dan kelalaian, dalam Perkara Putusan Nomor 

41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg dalam penelitian ini suatu kesalahan yang 

dilakukan oleh terdakwa A dengan kesengajaan, artinya A sebagai 

terdakwa dalam perkara ini melakukan tindak pidana tanpa hak atau 

melawan hukum pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 

narkotika dan precussor narkotika menjadi perantara dalam jual beli 

narkotika golongan I sehingga ini bukan  merupakan unsur kelalaian 

melainkan kesenganjaan. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa A 

terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo 

Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Hakim menjatuhkan berupa berupa pidana penjara 

selama 1 (satu) tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh 

A dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar 

A tetap berada dalam tahanan LPKA di LP Anak Air Kota Padang. 

d. Mampu bertanggungjawab 

Bedasarkan fakta persidangan dan berita acara pemeriksaan yang 

menyatakan bahwa terdakwa A dalam menyampaikan keterangan yang 

sebenarnya, terdakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat 

jasmani dan rohani dan sadar dengan dampak dari tindakannya. Sesuai 
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dengan keterangan tersebut maka terdakwa dianggap mampu 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

e. Ancaman saksi pidana 

Ancaman pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa berupa 

pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan masa penahanan yang 

telah dijalani oleh A dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, 

menetapkan agar A tetap berada dalam tahanan LPKA di LP Anak Air Kota 

Padang, dan menetapkan terdakwa A membayar biaya perkara dalam 

perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). 

2. Amar Putusan 

Berdasarkan Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg. terdapat 

putusan hakim dimana dalam putusan tersebut hakim memutuskan bahwa : 

a. Menyatakan A tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum pemufakatan 

jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precussor narkotika 

menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I. 

b. Menjatuhkan pidana terhadap A oleh karena itu dengan pidana penjara 1 

(satu) tahun. 

c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh A dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

d. Menetapkan agar A tetap berada dalam tahanan LPKA di LP Anak Air 

Kota Padang. 

e. Menetapkan barang bukti berupa : 
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1) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- 

2) 1 (satu) helai celana jean panjang warna putih 

3) 1 (satu) buah HP merk Samsung JI mini warna putih 

4) 1 (satu) paket yang diduga shabu seberat 0,21 gram yan dibungkus 

plastik warna hitam 

f. Membebankan kepada A untuk membayar biaya perkara dalam perkara 

ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). 

B. Penerapan Pidana Terhadap Anak Pengedar Narkotika Pada Putusan 

Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg  

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa adalah 

bersifat yuridis dan non yuridis, pertimbangan bersifat yuridis terdiri dari adanya 

alat bukti, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, dan 

barang bukti, pertimbangan non yuridis terdiri dari hal yang meringankan 

terdakwa dan hal yang memberatkan terdakwa.  

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh 

Undang-undang untuk mengadili, memproses untuk menetukan bersalah atau 

tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Hal ini semata-mata di bawah 

kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi 

wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara untuk diadili. 

Pertimbangan Hakim dalam pengambilan keputusan memiliki 2 (dua) bentuk, 

yaitu:  
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1. Pertimbangan Bersifat Yuridis 

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-

fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang 

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan23. Pertimbangan 

bersifat yuridis terdiri dari sebagai berikut : 

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

Pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg, bahwa 

terdakwa A didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, Primer 

melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsider 

Melanggar Pasal 122 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

Menuntut terdakwa A dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 

dan 2 (dua) bulan potongan masa tahanan di LPKA Tanjung Pati dikurangi 

selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap 

ditahan dan mengikuti latihan kerja di LPKA Tanjung Pati selama 3 (tiga) 

bulan. 

 

 

 

                                                           
23 Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hlm.124 
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c. Adanya alat bukti 

 

Berdasarkan pembuktian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 184 

Ayat (1) KUHAP dirumuskan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan 

saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, antara lain: 

1) Keterangan Saksi 

a) Saksi FD 

(1) Benar Saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan 

terhadap laki-laki berinisial A dan ID karena telah melakukan 

tindak pidana secara tanpa hak melawa hukum menerima, 

membeli, menjual, menyerahkan, memilik, menyimpan, serta 

menguasai diduga narkotika golongan I jenis bukan tanaman 

(sabu). Kemudian saksi beserta rekan saksi lainnya yang 

melakukan penangkapan yaitu bernama RP. 

(2) Benar Sebelumnya saksi tidak kenal dengan A dan antara saksi 

dengan A tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan.  

(3) Benar saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan 

terhadap A dan ID ditemukan barang bukti pada A ditemukan 

barang bukti berupa 2(dua) lembar uang pecahan 

Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku 

celana bagian belakang sebelah kanan celana jeans panjang 

warna putih yang dipakai oleh A. Kemudian pada A dan ID 

temukan barang bukti berupa 1(satu) paket diduga narkotika 



40 
 

 
  UNIVERSITAS BUNG HATTA 

jenis sabu yang dibungkus plastik klim berwarna bening yang 

ditemukan di halaman dekat A berdiri dan juga disita 1(satu) 

unit HP merk SAMSUNG J1 mini warna putih. Pada saat 

penangkapan dan penyitaan barang bukti tersebut disaksikan 

oleh masyarakat setempat. 

(4) Benar A dan ID menagkui bahwa barang bukti yang disita 

tersebut diperoleh dari seseorang panggilan IJ yang mana 

sebelumnya meminta tolong kepada A untuk membeli narkotika 

seharga Rp.600.000 dan selanjutnya Anak A menyerahkan uang 

sebesar Rp.500.000 kepada anak ID untuk membeli narkotika 

jenis sabu. Sedangkan uang Rp.100.000 lebih dari pembelian 

tersebut disimpan oleh A sebagai uang beli rokok. 

(5) Benar kemudian Anak ID memberikan narkotika jenis sabu 

kepada panggilan R seharga Rp.500.000 sebelum menyerahkan 

kepada A , lalu A dan ID membagi 1 paket narkotika jenis sabu 

tersebut menjadi 2(dua) paket yang mana satu paket untuk 

digunakan bersama dengan A. 1 paket lagi diserahkan kepada A 

kemudian pada saat A sedang menunggu panggilan IJ untuk 

menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut. A terlebih dahulu 

ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Ditresnarkoba Polda 

Sumbar.  

b) Saksi RP 
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(1) Benar saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan 

terhadap laki-laki bernama A dan ID 

(2) Benar A dan ID ditangkap pada hari selasa tanggal 20Agustus 

2019 sekira jam 23.30. WIB di depan Mesjid Raya Baitul 

Makmur Perumnas Belimbing kel.kuranji kec.Kuranji kota 

Padang pada saat A sedang berdiri dihalaman mesjid. 

(3) Benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan A 

(4) Benar setelah saksi dan rekan lainnya mengintrogasi seseorang 

tersebut, ternyata seseorang tersebut bernama A dan kemudian 

ada seseorang lagi dihalaman masjid tersebut dan langsung 

diamankan.  

(5) Benar seseorang tersebut bernama ID pada A ditemukan barang 

bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000  

(6) Benar kemudian A dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke 

kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar guna proses lebih lanjut. 

(7) Benar pada saat A dan ID ditangkap, A tidak dapat menunjukkan 

bukti maupun izin dari pihak yang berwenang dalam hal 

penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Saksi ingat dan mengenali 

semua barang bukti tersebut diatas yang ditemukan dan disita 

dari A dan ID. 

c) Saksi JB 

(1) Benar saksi tidak mengenal A dan kawan-kawan dan saksi tidak 

ada hubungan kekeluargaaan dengan A tersebut.  
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(2) Benar pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 

23.30 Wib saksi sedang berada didalam rumah saksi yang 

beralamat di Jl.Sirsak 2 No.110 Perumnas Belimbing RT 005 

RW 018 Kel. Kuranji Kec.Kuranji Kota Padang. Dan kemudian 

saksi melihat ada suatu kejadian di depan Mesjid Raya Baitul 

Makmur Perumnas Belimbing Kel.Kuranji Kec.Kuranji Kota 

Padang.  

(3) Benar saksi langsung menghampiri tempat keramaian tersebut. 

Kemudian saksi diminta tolong oleh salah satu petugas polisi 

untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti 

dari suatu penangkapan yang ternyata adalah penyalahgunaan 

narkotika. 

(4) Benar selain barang bukti yang telah didapatkan tidak ada lagi 

barang bukti yang disita dari A, dan kawan-kawan tersebut. 

Saksi tidak mengetahui bagaimana keseharian dari A dan 

kawan-kawan tersebut karena saksi baru pertama kali melihat A 

tersebut.  

(5) Benar menurut saksi perbuatan yang telah dilakukan oleh A, dan 

kawan-kawan dalam hal penyalahgunaan narkotika tersebut 

adalah salah dan sangat bertentangan dengan hukum yang 

berlaku di Negara Republik Indonesia. 

d) Saksi ID 
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(1) Benar A ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba 

Polda Sumbar di depan Mesjid Baitul Makmur Perumnas 

Belimbing Kuranji Kel.Kuranji Kec.Kuranji kota Padang pada 

hari Selasa 20 Agustus 2019 sekira jam 23.30 Wib.yang 

ditemukan atau disita saat A ditangkap oleh petugas kepolisian 

di Ditresnarkoba Polda Sumbar berupa 2 (dua) lembar uang 

pecahan Rp.50.000 yang ditemukan disaku celana bagian 

belakang sebelah kanan celana jeans panjang warna putih yang 

dipakai oleh A. 

(2) Benar saksi mengetahui bahwa A ditangkap oleh petugas 

kepolisian bersamaan dengan saksi dan pada A berupa 2(dua) 

lembar uang pecahan Rp.50.000 yang ditemukan di saku celana 

bagian belakang sebelah kanan celana panjang warna putih yang 

dipakai oleh A tersebut. 

(3) Benar kemudian pada saksi ditemukan dan disita barang bukti 

berupa 1(satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang 

dibungkus plastik klim warna bening yang ditemukan didepan 

Mesjid Raya Baitul Makmur Perumnas Belimbing Kel.Kuranji 

Kec.Kuranji Kota Padang dan 1 (satu) unit handphone merk 

Samsung J1 Mini warna putih.  

2) Surat  

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh 

perum pegadaian cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam 
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Lampiran Berita Acara penimbangan No. 552/VIII/023100/2019 

tanggal 22 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang 

Sawaluddin Ibrahim dengan hasil penimbangan 1(satu) paket kecil 

diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening 

dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, barang bukti 

tersebut diserahkan untuk pemeriksaan labfor.Berdasarkan hasil 

pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai berita 

acara pemeriksaan Laboratories No.PM.19.083.99.20.05.0567. tanggal 

22 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Dra.Hilda Murni, Apt.MM. 

Kepala Bidang Pengujian Badan POM RI di Padang menyimpulkan 

bahwa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik 

klim warna bening dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) 

gram yang disita dari ID adalah Metamfetamin Positif (+) narkotika 

Golongan  I (Lampiran No.Urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang 

narkotika). 

3) Keterangan Terdakwa 

Dalam Pasal 189 Ayat (1) KUHAP keterangan terdakwa 

merupakan apa yang telah terdakwa nyatakan dalam sidang tentang 

perbuatan yang telah terdakwa lakukan atau  ketahui sendiri dan 

terdakwa alami sendiri. Di dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf e KUHP 

keterangan terdakwa merupakan sebagai salah satu alat bukti pada 

persidangan, seorang terdakwa diberikan kesempatan untuk 

memberikan keterangan dan juga merupakan hak bagi seorang 
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terdakwa. Keterangan terdakwa menjadi suatu petunjuk dalam 

pembuktian dan keterangan terdakwa menjadi pertimbangan hakim 

dalam putusannya. 

a) A menjelaskan bahwa A belum pernah dihukum dalam perkara 

tindak pidana keejahatan atau pelanggaran lainnya. 

b) Anak ditangkap beruda dengan teman Anak berinitial  ID di depan 

Masjid Baitul Makmur Perumnas Belimbing Kuranji Kel.Kuranji 

Kec.Kuranji kota padang hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira 

Jam 23.30 Wib sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap 

Anak adalah petugas kepolisian yang berpakaian preman mengaku 

dari Diktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar.  

c) Benar yang ditemukan atau disita saat A ditangkap oleh petugas 

kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar di depan Mesjid Baitul 

Makmur Perumnas Belimbing Kuranji Kel.Kuranji Kec.Kuranji 

kota Padang yaitu 2(dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 

yang ditemukan di saku celana panjang jeans warna putih. 

d) Barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian pada saat 

penangkapan tersebut disaksikan oleh masyarakat setempat. 2(dua) 

lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 tersebut disita oleh petugas 

polisi karena uang tersebut merupakan keuntungan dari memesan 

narkotika jenis sabu dan guna 2(dua) lembar uang kertas pecahan 

Rp.50.000 adalah untuk membeli rokok. Cara A memesankan 

narkotika jenis sabu dan mendapatkan keuntungan uang sebanyak 
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2(dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000 yaitu berawal hari 

Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 wib di jalan 

Delima raya Kel.Kuranji Kec.Kuranji kota padang seorang laki-laki 

dengan berinitial IJ memesan barang berupa narkotika jenis sabu 

kepada A sebanyak setengah gram dengan uang yang telah 

diberikan kepada Anak sebanyak Rp.600.000, kemudian A 

menemui teman A yang berinitial ID untuk membeli barang berupa 

narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dengan uang yang A 

serahkan kepada ID sebanyak Rp.500.000, setelah itu A dan ID 

pergi ke Jalan Mega mulia Kel.Kuranji Kec.Kuranji kota Padang 

untuk menemui laki-laki berinitial R untuk memebeli narkotika 

jenis sabu tersebut sementara A menunggu ID di warung.  

e) Bahwa tidak beberapa lama kemudian ID kembali dan mengatakan 

“Ndak ado di situ barangnyo do, barangnyo dikampung tangah 

lataknyo (barang berupa narkotika jenis sabu tidak ada disana, 

barang berupa narkotika jenis sabu di letakkan didaerah kampung 

tengah)”, kemudian A mengatakan “Tu baa lai bang? (terus 

bagaimana bang?)”, dan ID menjawab “Wak japuik kasitu (kita 

jemput kesana) ”kemudian A mengatakan “Jadih bang(oke bang)”.  

f) Setelah itu A dan ID pergi ke Jalan Kampung Tengah Kel.Kuranji 

Kec.Kuranji Kota Padang, sesampai dipersimpangan A diturunkan 

oleh ID dan disuruh menunggu disimpang Kampung Tangah 

Kel.Kuranji Kec.Kuranji Kota Padang tersebut. Tidak beberapa 



47 
 

 
  UNIVERSITAS BUNG HATTA 

lama kemudian ID pergi menuju Mesjid Baitul Makmur yang 

beralamatkan di Kuranji Kel.Kuranji Kec.Kuranji Kota Padang 

dengan tujuan membagi barang tersebut menjadi 2(dua) paket kecil 

1(satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus 

dengan plastik klim warna bening guna untuk diserahkan kepada 

laki-laki dengan panggilan IJ. Kemudian 1(satu) paket kecil diduga 

narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik permen warna 

biru guna untuk A gunakan bersama ID.  

g) Setelah narkotika jenis sabu tersebut Anak bagi menjadi dua paket 

kemudian A dan ID keluar dari dalam Wc Mesjid Baitul Makmur 

kemudian Anak memanggil laki-laki bernama IJ yang berada di 

jalur 2 Kec.Kuranji Kota Padang untuk menyerahkan narkotika 

jenis sabu tersebut, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa 

orang laki-laki memegang A dan ID dan mereka mengatakan bahwa 

mereka merupakan petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda 

Sumbar.  

h) Benar kemudian A digeledah dan ditemukan 2(dua) lembar uang 

kertas pecahan Rp.50.000 yang ditemukan disaku belakang sebelah 

kanan celana panjang jeans warna putih milik A dan pada ID 

ditemukan 1(satu) kecil diduga narkotika jenis sabu.  

i) Benar kemudian A beserta ID ditangkap dan barang bukti disita 

serta disaksikan oleh masyarakat setempat. A pergi berdua dengan 

ID untuk membeli dan menjemput diduga narkotika jenis sabu 
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dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih 

yang tidak Anak ketahui nomor polisi kendaraaan tersebut 

merupakan milik laki-laki IJ tersebut. Sepeda motor merk Honda 

Beat warna putih yang tidak Anak ketahui nomor Polisi kendaraan 

tersebut telah A kembalikan kepada laki-laki beranama IJ sewaktu 

berada berada di Masjid Baitul Makmur Perumnas Belimbing 

Kel.Kuranji Kec.Kuranji Kota Padang 1(satu) paket kecil diduga 

narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening 

disimpan oleh ID yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian 

dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan 1(satu) paket kecil jenis 

narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik permen warna biru 

tersebut  

j) Benar A menyimpannya yang rencananya akan A gunakan bersama 

dengan ID.  

d. Barang bukti 

Berikut ini barang- barang yang diberikan Jaksa Penuntut Umum 

dipersidangan, diantaranya: 

1) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000-(lima puluh ribu rupiah); 

2) 1 (satu) helai celana jeans panjang warna putih; 

3) 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim 

warna bening; 

4) 1 (satu) unit HP merk Samsung J1 mini warna putih. 
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2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis 

Pertimbangan  non yuridis merupakan faktor yang harus dapat 

dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap suatu 

perkara. Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana perlu memperhatikan 

hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut : 

Hal- hal memberatkan dan meringankan terdakwa  

a. Hal Yang Memberatkan 

1) Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.  

2) Pemerintah sedang giat-giatnya melakuakan pemberantasan narkoba. 

3) Mendidik Anak untuk bertanggung jawab atas perbuatan salah yang 

telah dilakukannya. 

b. Hal Yang Meringankan  

1) Anak mengakui dan menyesali perbuatannya 

2) Anak belum pernah di hukum 

3) A masih anak-anak dan berstatus pelajar kelas 1 di Sekolah Menengah 

Atas di Kota Padang 

a. Latar belakang perbuatan terdakwa  

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang 

menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa 

dalam melakukan tindak pidana. Dalam Perkara Putusan Nomor 41/Pid.Sus-

Anak/2019/PN.Pdg terdakwa A bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak 

atau melawan hukum pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 

narkotika dan precussor narkotika menjadi perantara dalam jual beli 
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narkotika golongan I, Terdakwa A terbukti bersalah melanggar 112 Ayat (1) 

Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia .No. 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

b. Akibat perbuatan terdakwa 

Tindak pidana yang terjadi dalam Perkara Putusan Nomor 

41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg. Terdakwa A bersalah melakukan tindak 

pidana tanpa hak atau melawan hukum pemufakatan jahat untuk melakukan 

tindak pidana narkotika dan precussor narkotika menjadi perantara dalam 

jual beli narkotika golongan I. Akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat 

memberikan efek buruk di tengah masyarakat sehingga memberikan rasa 

tidak nyaman dan ketidak tentraman di lingkungan masyarakat. 

c. Kondisi diri terdakwa  

Dalam perkara ini selama pemeriksaan dalam persidangan terdakwa 

tidak ada halangan dalam kesehatan jasmani maupun rohani untuk 

mengikuti persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang 

diberikan, serta tidak ada alasan pemaaf, alasan pembenar maupun alasan 

yang dapat menghapus pidana atas perbuatan tindak pidana yang 

dilakukannya, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang 

telah diterangkan oleh para saksi, serta terdakwa sendiri. 

3. Analisis mengenai kasus Anak Pengedar Narkotika pada Putusan Nomor 

41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg 
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Anak yang tertangkap saat menggunakn narkoba atau bertransaksi 

narkoba harus berhadapan dengan hukum, walaupun masih kategori sebagai 

anaka-anak, mereka yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan 

sanksi berupa rehabilitasi dan pelatiham kerja. Terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum, terdapat dalam Pasal 79 Ayat 2 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dirumuskan 

bahwa: “Bagi anak yang diancam pidana penjara, maka ancamannya 

dikurangi ½ dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang 

dewasa.” Anak perlu dilindungi dan dibina agar dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik. Anak juga memerlukan perhatian khusus dari 

orang tua, teman dan lingkungan sekitar agar anak dapat berkembang dengan 

baik dan tidak terpengaruh oleh hal-hal buruk. Menurut Pasal 1 Butir (1) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk 

anak yang masih di dalam kandungan. 

Hakim diketahui menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun kepada 

A dengan pertimbangan dua hal, yakni hal yang memberatkan A dan hal 

yang meringankan A. Hal yang memberatkan A adalah perbuatan A 

meresahkan masyarakat dan tidak menunjang program Pemerintah untuk 

memberantas penyalahgunaan narkotika. Hal yang meringankan A adalah A 

mengakui terus terang perbuatannya, A berlaku sopan di persidangan, A 

masih anak-anak dan perlu bimbingan dari orang tua, dan A belum pernah 

dihukum. Dari pertimbangan diatas, sekilas dapat dipahami bahwa hakim 
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dalam perkara ini menghindarkan A dari pemidanaan yang berat mengingat 

usianya yang masih anak-anak dan merupakan generasi penerus bangsa yang 

berhak atas masa depan yang cerah. 

Bila melihat putusan diatas, tidak muncul solusi terhadap A yang 

dipidana akibat menyalahgunakan narkotika. Pidana penjara bukanlah solusi 

yang memberikan jalan keluar atas permasalahan A. Pidana penjara tidak 

menyembuhkan rasa adiksi A terhadap narkotika. Selain itu, tujuan undang-

undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan (UU Narkotika) juga tidak 

terpenuhi. UU Narkotika dibentuk dengan tujuan untuk mencegah dan 

memberantas bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan 

prekursor narkotika. Pemidanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan ABH 

tentu tidak sejalan dengan asas, walaupun demikian anak yang melanggar 

hukum tidaklah layak dihukum apalagi kemudian dimasukan dalam penjara. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Putusan Terhadap Anak Pemakai 

Narkotika Pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg, pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yakni dengan 

memperhatikan aspek-aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis, aspek 

yuridis meliput : Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut 

Umum, keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti dan aspek 

non yuridis memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 

terdakwa. 

2. Penerapan Pidana terhadap Anak Pemakai Narkotika Pada Putusan Nomor 

41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg, telah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim menjatuhkan berupa berupa pidana 

penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani 

oleh A dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar 

A tetap berada dalam tahanan LPKA di LP Anak Air Kota Padang. 

B. Saran  

1. Penulis sarankan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 

anak pelaku tindak pidana pengguna narkotika selalu melakukan perlindungan 

terhadap anak sehingga hak – hak anak tetap terlindungi dan tidak terabaikan. 
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Karena anak adalah potensi dan generasi muda penerus perjuangan bangsa, 

memiliki peran dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin 

kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. 

2. Penulis sarankan kepada Majelis Hakim Dalam menjatuhkan putusan sebaiknya 

hakim harus memperhatikan kedudukan anak bukan sebagai pelaku saja namun 

juga sebagai korban. Selain itu, pertimbangan umur anak dan perbuatan yang 

dilakukannya juga bisa dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan kepada anak. 
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